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Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan atau studi kasus untuk
menjawab pertanyaan bagaimana penentuan masa berkabung bagi suami dan
bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap tradisi penentuan masa
berkabung bagi suami yang terjadi di Desa Bayemtaman Kecamatan
Kartoharjo Kabupaten Magetan
Data penelitian dihimpun melalui hasil wawancara dan kajian teks(text
reading),selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif dengan
pola pikir deduktif, yang mana penulis melihat peristiwa yang umum untuk
menentukan hukum yang khusus.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik penentuan masa
berkabung bagi suami pada masyarakat Desa Bayemtaman Kecamatan
Kartoharjo Kabupaten Magetan merupakan sebuah budaya yang secara terus
menerus telah dilakukan oleh masyarakat. Budaya ini akhirnya menjadi
sebuah hukum adat di dalam masyarakat. Masa berkabung yang dilakukan
oleh suami yang ditinggal mati istrinya umumnya dilakukan setelah istri
selesai dimakamkan. Bapak Sudarto selaku tokoh agama desa mengutarakan
bahwa masa berkabung dilakukan minimal selama 40 hari, ada juga yang
melakukan masa berkabung sampai 100 hari, bahkan sampai 1000 hari.
Bapak KH Salim Mustofa narasumber kedua menegaskan bahwa selama
masa berkabung dilakukan, suami yang ditinggal mati istrinya tidak
dianjurkan untuk pergi keluar rumah terlalu jauh kecuali jika ada urusan
pekerjaan dan menjenguk orang sakit. Suami yang ditinggal mati istrinya
juga harus senantiasa mendoakan nya dan melakukan doa bersama ketika
sudah sampai 1000 hari kematian sang istri. Karena masyarakat percaya
bahwa sebelum 1000 hari kematian seseorang, setiap malam jumat arwah
nya akan pulang ke rumah untuk minta dikirim doa. Masa berkabung
memiliki tujuan yakni pertama untuk menghormati meninggalnya sang istri
yang telah setia menemaninya sampai dia meningggal. Yang kedua masa
berkabung dapat menjadi media atau ruang berfikir untuk suami apakah dia
ingin lebih fokus mengurus keluarga dan juga sebagai media untuk ber
ikhtiar masalah jodoh dan sebagainya.
Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran
Pertama, Kepada suami atau laki-laki yang ditinggal mati istrinya supaya
menjalankan masa berkabung dengan khidmat dengan tujuan untuk
menghargai istri yang sudah meninggal. Kedua, Kepada para tokoh agama
supaya terus konsisten memberikan informasi kepada masyarakat khususnya
untuk suami atau laki-laki yang ditinggal mati isterinya supaya melakukan
masa berkabung karena dengan dilakukannya masa berkabung ini akan
sangat bermanfaat baik bagi diri sendiri dan orang lain.
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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah\ 
Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata ‚kawin‛ yang 
menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan 
hubungan kelamin atau bersetubuh
1
. Perkawinan sendiri disebut juga 
‚pernikahan‛, berasal dari kata nikah  )حاكن( yang menurut bahasa artinya 
mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti 
bersetubuh(wathi).
2
 Kata ‚nikah‛ sendiri yang sering dipergunakan untuk 
arti persetubuhan(coitus), juga untuk arti akad nikah
3
  
Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi, diantaranya 
adalah
4
 :  
 َّلَحَو َِةأْرَمْل ِاب ِلُج َّرَلا ِعاَتْمِتْسا َكْلِم َدْيِفُِيل ُِعراَشلا ُوَعَضَو ٌدْقَع َوُى اًِعرًش ُجاَوًزلا
 َِةأْرَمْلا ِعاَتْمِتْسا  ِلُجَّرلِاب  
 
Perkawinan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk 
membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan 
menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki. 
 
Definisi yang dikutip Zakiah Daradjat
5
:  
 ٌدْقَع  َِوأ ٍحاَكِّنلا ِظْفَِلب ِئْطَو َةَحَاِبا ُن َّمَظَت َياَنَعَم ْوأ ِجْيِوْز َّ تلا  
                                                          
1
 Dep Dikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cetakan 3 (Jakarta;Balai Pustaka,1994),456. 
2
 Al-Syarif Ali bin Muhammad Al-Jurjaniy, Kitab Al-Ta’rifat, cetakan 3 (Beirut; Dar al-Kutub al-
‘Ilmiyah,1988),246. 
3




 Zakiah Daradjat, Ilmu Fiqh, jilid 2  (Yogyakarta: Dana Bhakti Waqaf,1995),37. 

































Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual 
dengan lafadz nikah atau tazwij atau semakna dengan keduanya. 
 
Abu Yahya Zakariyah Al-Anshary mendefinisikan
6
:  
 ا ِِهوَْنَْوَأ ِحاَكِن ٍظْفَِلب ِئْطَو َةَحَابِإ ُن َّمَضَت َي ُدْقَع َوٌى اًعْرَش ُح اَكِّنل  
Nikah menurut istilah syara’ ialah akad yang mengandung ketentuan hukum 
kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang 
semakna dengannya. 
 
Zakiah Daradjat juga memberi definisi sebagai berikut
7
 : 
 ٍقْوٌقٌح ْنِم اَمِهْيَكِل اَم ُّد ُِيَُواَمُه ُنَو اَع َت َو َِةأ ْرَمْلاَو ِلُجَّرلا َْيْ َب َِةرْشَعلا ُّلَح ُدُيُِفي ُدْقَع
 ٍتاَبِجاَو ْنِم ِوْيَلَعاَمَو 
Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan 
hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan 
tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan 
kewajiban bagi masing-masing. 
 
Dari pengertian ini perkawinan mengandung aspek akibat hukum, 
melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta 
bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. 
karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka didalamnya 
terkandung adanya tujuan/maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT. 
Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dan 
tujuannya dinyatakan dalam Pasal 2 dan 3 yang berbunyi Perkawinan 
menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau 
mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya 
                                                          
6
 Ibid.,38. 
7 Zakiah Daradjat, Ilmu..., 42. 

































merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan 
rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah
8
. 
Ada banyak pasangan suami istri yang tidak mampu 
mempertahankan rumah tangga yang sudah lama mereka bangun dan 
akhirnya berujung pada perceraian.  Di dalam hukum Islam, perceraian 
masuk dalam kategori putusnya ikatan perkawinan. 
Putusnya ikatan perkawinan adalah ikatan antara seorang laki-laki 
dengan seorang perempuan sudah putus. Putus ikatan bisa berarti salah 
seorang diantara keduanya meninggal dunia, antara laki-laki dengan seorang 
perempuan sudah bercerai, dan salah seorang antara keduanya pergi 
ketempat yang jauh kemudian tidak ada beritanya sehingga pengadilan 
menganggap bahwa yang bersangkutan sudah meninggal. Berdasarkan semua 
itu berarti ikatan perkawinan suami istri dapat putus dan atau bercerainya 




Menurut ketentuan Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 
tentang perkawinan (UU Perkawinan). dan di dalam KHI Pasal 113 





c. Atas keputusan pengadilan. 
                                                          
8
 H. Abdurrahman,Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, cetakan 2 (Jakarta: CV. Akademika   
Pressindo,1995),114. 
9
 Zainuddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia , (Jakarta : Sinar Grafika,2012),73. 
10
  UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 38 dan Inpres No. 1 Tahun 1991, Pasal 113. 

































Putusnya perkawinan karena kematian bukan disebabkan oleh 
kematian perdata, melainkan kerana kematian dari pribadi suami atau 
istri.
11
Seorang istri yang ditinggal mati suaminya tentu akan merasa sangat 
kehilangan, begitu pula sebaliknya jika seorang suami ditinggal mati istrinya 
maka semangat untuk hidup pasti menurun drastis dan secara mental 
maupun fisik. Keduanya sama-sama saling membutuhkan dan keduanya 
sama-sama memiliki peran penting dalam kehidupan berumah tangga dan 
tidak dapat dipisahkan.  
Dalam hukum Islam, seorang istri diwajibkan ber-iddah ketika 
ditinggal mati oleh suaminya. Bagi istri yang tidak dalam keadaan hamil 
baik sudah pernah berkumpul dengan suaminya atau belum, maka ia  
diwajibkan ber-iddah selama empat bulan sepuluh hari. Bagi istri yang 
ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil, maka iddah-nya sampai ia 
melahirkan, meskipun waktu antara ditinggal mati dan melahirkan kurang 
dari empat bulan sepuluh hari.
12
 
Selain perempuan yang ber iddah, seorang istri yang ditinggal mati 
suaminya juga harus melaksanakan ih}dad. Yang dimaksud dengan Ih}dad 
yaitu ‚masa berkabung bagi seorang istri yang ditinggal mati suaminya. 
Masa tersebut adalah 4 bulan 10 hari, dengan larangan-larangannya, antara 
                                                          
11
  R. Soetojo Prawirohamidjojo,Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia, 
(Airlangga University Press 1988),123.  
12
 Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, cetakan 19 (Yogyakarta : UII Press,1999), 25. 





































Dari pemahaman konsep ihdad di atas, jika disambungkan dalam 
konteks indonesia, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ihdad tidak hanya 
diperuntukkan untuk istri yang ditinggal mati suaminya saja. Namun juga 
sebaliknya, suami yang ditinggal mati istrinya juga harus melaksanakan 
ihdad. Sebagaimana yang telah termaktub dalam KHI pasal 170 ayat (2) 
tentang masa berkabung, menyatakan bahwa ‚Suami yang ditinggal mati 
oleh istrinya melakukan masa berkabung menurut kepatutan.‛ Oleh karena 
itu, perlu dikaji lagi pemahaman mengenai ketetapan yang ada di Kompilasi 
Hukum Islam (KHI) dan kitab fiqh munakahat. 
Dalam kitab fiqh munakahat telah dijelaskan secara jelas mengenai 
apa yang harus dilakukan oleh istri jika ditinggal mati oleh suaminya, mulai 
dari  masa berapa lama dia ber iddah sampai hal-hal yang dilarang dan yang 
dibolehkan bagi wanita yang ber iddah. Namun, dalam fiqh tidak diatur 
secara jelas mengenai pemaparan apa yang harus dilakukan oleh seorang 
suami yang ditinggal mati istrinya. Tentu hal ini bisa dikategorikan sebagai 
wujud ketidakadilan. Terutama bagi kaum perempuan yang notabene seluruh 
perilaku mereka diatur dengan jelas didalam hukum Islam, namun berbeda 
dengan laki-laki. 
Mereka seakan-akan diberi kelonggaran hukum, hal ini menjadi 
gambaran yang sangat jelas bahwa hukum atau aturan adat masih berpihak 
                                                          
13
 Tihami dan Sohari Sahrani, Fiqih Munakahat : Kajian Fiqh Nikah Lengkap, (Jakarta : Rajawali 
Press, 2009), 342. 

































pada laki-laki, seperti kata-kata dari seorang aktivis feminisme, Husein 
Muhammad ia berkata. ‚Jika kebudayaan adalah realitas kehidupan 
masyarakat manusia meliputi tradisi-tradisi, pola perilaku manusia 
keseharian, hukum-hukum, pikiran-pikiran, dan keyakinan-keyakinan, maka 
kebudayaan yang tampak disekitar kita secara umum masih memperlihatkan 
dengan jelas keberpihakannya pada kaum laki-laki‛14. Perkataan ini terbukti 
dengan tidak diaturnya secara jelas dan spesifik mengenai ihdad yang 
dilakukan oleh suami apabila ditinggal mati istrinya. Karena hal  tersebut, 
maka penulis ingin meneliti mengenai penentuan masa berkabung suami 
yang telah menjadi tradisi di masyarakat Desa Bayemtaman Kecamatan 
Kartoharjo Kabupaten Magetan. 
Dalam tradisi yang terjadi dan berkembang di masyarakat desa 
Bayemtaman, jika ada seorang suami yang ditinggal mati istrinya maka dia 
akan dikenakan masa berkabung minimal 40-100 hari, ada juga yang 
berpendapat sampai 1000 hari atau 2 tahun. Tentu kasus ini termasuk kasus 
yang menarik karena dalam hukum Islam tidak diatur secara spesifik 
mengenai penentuan masa berkabung suami. 
Dengan penentuan yang telah ditentukan berdasarkan tradisi tersebut 
maka penulis merasa terpanggil untuk melakukan penelitian serta 
membahasnya melalui skripsi dengan judul: ‚Pandangan Tokoh Masyarakat 
terhadap Tradisi Penentuan Masa Berkabung bagi Suami (Studi Kasus di 
Desa Bayemtaman Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan).‛ 
                                                          
14
 Husein Muhammad, FIQH PEREMPUAN : Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender, 
(Yogyakarta :PT LkiS Pelangi Aksara, 2009), 3. 

































B. Identifikasi dan Batasan Masalah 
Identifikasi masalah adalah mengenali masalah-masalah yang ada di 
latar belakang dan tidak boleh keluar dari latar belakang itu. Dari penjabaran 
latar belakang diatas dapat diidentifikasi masalahnya, diantaranya: 
1. Pengertian Iddah menurut Hukum Islam dan Undang-Undang 
Perkawinan. 
2. Pengertian peceraian  
3. Pengertian Ihdad menurut Hukum Islam  
4. Penjelasan terkait ihdad untuk suami. 
5. Penjelasan praktik masa berkabung bagi suami 
6. Pandangan tokoh masyarakat terkait masa berkabung bagi suami 
Untuk membatasi atau mempersempit ruang lingkup masalah yang 
teridentifikasi dan untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini, 
maka penulis membatasi hanya pada masalah-masalah berikut : 
1. Mendeskripsikan tentang praktik masa berkabung bagi suami pada 
masyarakat desa Bayemtaman 
2. Mendeskripsikan tentang pandangan tokoh masyarakat setempat 
terhadap tradisi praktik pelaksanaan masa berkabung suami di desa 
Bayemtaman. 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan pemikiran yang telah diuraikan dalam latar belakang 
diatas, maka adapun yang menjadi permasalahan penulis disini adalah, 
sebagai berikut: 

































1. Bagaimana penentuan masa berkabung bagi suami di masyarakat Desa 
Bayemtaman Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan ? 
2. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap tradisi penentuan 
masa berkabung suami ? 
D. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka adalah deskripsi tentang kajian atau penelitian yang 
sudah pernah dilakukan di seputar masalah status perkawinan yang diteliti 
sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang akan dilakukan ini bukan 
merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian penelitian tersebut. 
Pertama, Skripsi dari Efiana Nur Inayah dari Universitas Islam Negeri 
Sunan Ampel Surabaya tahun 2016. Skripsinya berjudul ‚Analisis Pasal 170 
ayat 2 KHI tentang masa berkabung bagi suami di Desa Ngimbang 
Perspektif Hukum.‛15 Pokok pembahasan skripsi ini adalah menganalisis 
praktik masa berkabung bagi suami dengan pasal 170 ayat 2 KHI  dan 
Hukum Positif. 
Kedua, Skripsi dari Emmi Ananingtias dari Universitas Katolik 
Soegijapranata Semarang tahun 2009. Skripsinya berjudul ‚Pelaksanaan 
Masa ‘Iddah (waktu Tunggu) bagi Seorang wanita Pasca Perceraian di 
Tinjau dari Undang – Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan 
Kompilasi Hukum Islam (KHI)/Inpres No 1 tahun 1991 (studi kasus di 
                                                          
15
 Efiana Nur Inayah, ‚Analisis Pasal 170 KHI ayat 2 tentang masa berkabung bagi suami di Desa 
Ngimbang Perspektif Hukum‛(Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya,2016). 

































Pengadilan Agama Demak).‛16 Pokok pembahasan skripsi ini adalah 
pelaksanaan Massa ‘iddah (waktu tunggu) bagi seorang istri sesudah dicerai 
jika ditinjau dari perspektif KHI dan perspektif Undang - Undang No 1 tahun 
1974 tentang perkawinan 
Ketiga, Skripsi dari Nurul Aisah Binti Limat dari Universitas Islam 
Negeri Ar-Raniry Darussalam – Banda Aceh tahun 2107. Skripsinya berjudul 
‚Iddah bagi Wanita Istihaddah ( Studi Perbandingan Pendapat Imam Maliki 
dan Imam Syafi’i).‛17  Pokok pembahasan skripsi ini adalah membandingkan 
pelaksanaan Iddah bagi wanita Istihaddah menurut Madzhab Maliki dan 
pelaksanaan iddah bagi wanita Istihaddah menurut Madzhab Syafi’i.   
Keempat, Skripsi dari Liza Wahyuninto dari Universitas Islam Negeri 
Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2010. Skripsinya 
berjudul‚Problematika Pemenuhan Hak – Hak Istri dalam Massa Iddah ( 
studi kasus di Pengadilan Agama Kota Malang ).‛18 Pokok pembahasan 
skripsi ini adalah mendesikripsikan berbagai macam masalah atau persoalan 
terkait pemenuhan hak Istri selama massa Iddah berlangsung. 
Kelima, skripsi dari Ahmad Fahru dari Universitas Islam negeri Syarif 
Hidayatullah Jakarta tahun 2015. Skripsinya berjudul ‚Iddah dan Ihdad 
                                                          
16
 Emmi Ananingtias, ‚Pelaksanaan Masa ‘Iddah (waktu Tunggu) bagi Seorang wanita Pasca 
Perceraian di Tinjau dari Undang – Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi 
Hukum Islam KHI/Inpres No 1 tahun 1991 studi kasus di Pengadilan Agama Demak (Skripsi—
Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, 2009). 
17
Nurul Aisah Binti Limat, ‚Iddah bagi Wanita Istihaddah  Studi Perbandingan Pendapat Imam 
Maliki dan Imam Syafi’i‛ (Skripsi— Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam – Banda 
Aceh, 2017). 
18
 Liza Wahyuninto, ‚Problematika Pemenuhan Hak – Hak Istri dalam Massa Iddah  studi kasus 
di Pengadilan Agama Kota Malang (Skripsi— Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 
Malang, 2010). 

































Wanita Karrir (Perspetif Hukum Islam dan Hukum Positif).‛19 Pokok 
pembahasan skripsi ini adalah praktik pelaksanaan Iddah dan Ihdad (masa 
berkabung) yang dilakukan oleh wanita karrir ditinjau dari Hukum Islam dan 
Hukum Positif. 
Sedangkan skripsi dari penulis yang berjudul ‚Pandangan Tokoh 
Masyarakat Terhadap Tradisi Penentuan Masa Berkabung Bagi Suami‛ 
(Studi Kasus di Desa Bayemtaman Kecamatan Kartoharjo Kabupaten 
Magetan). Pokok pembahasan skripsi ini adalah menganalisis praktik 
pelaksanaan masa berkabung bagi suami dan menganalisis pandangan tokoh 
masyarakat terhadap tradisi penentuan masa berkabung bagi suami. 
E. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian 
adalah, sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui pelaksanaan masa berkabung bagi Suami pada Desa 
Bayemtaman Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan. 
2. Untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat terhadap tradisi 
pelaksanaan masa berkabung suami dan sanksi sosial bagi suami yang 
tidak menerapkan ketentuan tersebut. 
 
F. Kegunaan Hasil Penelitian 
Dari permasalahan diatas, penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan manfaat baik bagi penulis sendiri maupun pembaca pada 
                                                          
19
 Ahmad Fahru, Iddah dan Ihdad Wanita Karrir Perspetif Hukum Islam dan Hukum Positif 
(Skripsi— Universitas Islam negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015). 

































umumnya. Adapun kegunaan dengan adanya penelitian ini adalah, sebagai 
berikut: 
1. Aspek Teoritis 
a. Sebagai sarana media tranformasi agar dapat memperluas cakrawala 
pemikiran dan ilmu pengetahuan, khususnya berkaitan dengan 
masalah masa berkabung bagi suami. 
b. Penelitian ini diharapkan agar dapat menambah dan memperkaya 
pengetahuan/wawasan dalam menerapkan Ilmu pengetahuan. Selain 
itu juga dapat menambah pengetahuan dalam bidang hukum keluarga 
Islam. 
2. Aspek Praktis 
Hasil dari penelitian ini dapat dipraktikkan langsung oleh masyarakat 
secara luas karena masa berkabung yang dilakukan oleh suami ini sangat 
penting sebagai upaya untuk lebih menghormati si istri yang meninggal. 
Terlebih lagi penelitin ini bisa dijadikan sebagai rujukan untuk melakukan 
legitimasi hukum positif yang ada di indonesia khusunya masalah masa 
berkabung. 
G. Definisi Operasional 
Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang permasalahan yang 
akan diteliti serta menghindari dari kesalapahaman bagi para pembaca dalam 
memhami judul skripsi ini, maka penulis memandang perlu untuk 
menjelaskan maksud dari judul tersebut, yakni: 

































1. Pendapat tokoh masyarakat; yaitu pendapat Ketua KUA Kartoharjo dan 
Ulama yang terlibat langsung aktif dalam hal peribadatan di Desa. 
Bayemtaman Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan 
2. Tradisi Penentuan Masa Berkabung; dalam hal ini membahas mengenai 
kebiasaan di Masyarakat Desa Bayemtaman, Kecamatan Kartoharjo, 
Kabupaten Magetan dalam menentukan masa berkabung bagi suami. 
 
H. Metode Penelitian 
Dalam melakukan sebuah penelitian maka tidak lepas dari langkah-
langkah kerja penelitian. Adapun metode yang penulis gunakan dalam 
melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Jenis penelitian 
Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). 
Penelitian lapangan ini adalah melakukan penelitian di lapangan untuk 
memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi 
responden yang berada di rumah dan para responden yang lainnya
20
. 
Dengan demikian, jenis penelitiannya tidak murni field research tetapi 
juga library research, meskipun dalam implementasinya data-data pustaka 
yang diperoleh digunakan untuk mendukung data-data yang diperoleh dari 
telaah lapangan.  
 
 
                                                          
20 Teknik Pengolahan Data Deskriptif dalam http://cahayalaili.blogspot.co.id, "diakses pada‛ 05 
oktober 2017. 

































2. Data yang Dikumpulkan 
Dalam rangka menjawab pertanyaan ini, akan dikumpulkan data 
penelitian sebagai berikut: 
a. Data mengenai biografi suami yang ditinggal mati istri di Desa 
Baymtaman Kec. Kartoharjo Kab. Magetan. 
b. Data mengenai berbagai pandangan tokoh masyarakat mengenai 
masa berkabung bagi suami. 
3. Sumber Data 
       Data yang dipakai dalam penelitian ini, terdiri dari sebagai berikut: 
a. Sumber Primer 
Sumber primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan secara 
langsung dari sumber pertama yang ada di lapangan melalui 
penelitian
21
. Yaitu: melakukan wawancara kepada : 
1. Bapak Sudarto ( Tokoh Agama Masyarakat Setempat atau 
Modin) 
2. Bapak H.Salim Mustofa (Ketua Ranting pengurus NU cabang 
Kartoharjo, Magetan) 
b. Sumber Sekunder 
Sumber Sekunder adalah data yang dibutuhkan untuk mendukung 
atau melengkapi sumber primer, yakni buku-buku. Kitab fikih serta 
literature lain yang mendukung dan terkait dengan penelitian ini, 
antara lain: 
                                                          
21 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ui Press, 2008), 12. 

































1. Buku Fiqih Munakahat karya Abd.Rahman Ghazaly 
 
2. Buku AliFiqh Al-Islami wa Adillatuh  Karya Wahbah Al-Zuhaili 
 
3. Buku Fath al-Wahhab Karya Abu Yahya Zakariyah Al-Anshary  
 
4. Buku Ilmu Fiqh Karya Zakariyah Drajat 
 
5. Buku Hukum Perdata Islam di Indonesia Karya Zainuddin 
 
6. Buku Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di  
Indonesia Karya R. Soetojo Prawirohamidjojo 
4. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis sebagai bahan 
penelitian, adalah: 
a. Wawancara atau interview 
Wawancara adalah seluruh dialog yang dilakukan oleh 
pewawancara untuk memperoleh informasi dengan terwawancara 
dalam bentuk tanya jawab
22
. Dalam hal ini penulis mengadakan 
wawancara dan tanya jawab langsung dengan suami yang 
melakukan masa berkabung dan tokoh masyarakat setempat 
sebagai refrensi. Kemudian dideskripsikan menjadi sebuah narasi. 
b. Dokumentasi 
Dokumentasi adalah mencari data mengena hal-hal atau 
variabel yang berupa, catatan atau transkip, surat kabar, notulen 
rapat, agenda dan sebagainya
23
. Dalam hal ini penulis 
                                                          
22 Suharsimi Arikunto, Prosedir Penelitian, (Jakarta: PT. Adi Mahasatya, 2002),132. 
23
 Suharmi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 
2006), 236. 

































mengumpulkan sejumlah bukti kegiatan yang bersangkutan 
dengan penelitian seperti foto bukti wawancara. 
 
5. Teknik Pengelolaan Data 
a. Editing 
   Adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah 
dikumpulkan karena kemungkinan data yang masuk atau data 
terkumpul itu tidak logis dan meragukan.
24
 Teknik ini digunakan 
untuk memeriksa kelengkapan yang sudah penulis dapatkan di Desa 
Bayemtaman Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan. 
b.  Organizing 
Adalah suatu proses dimana pelaksanaan suatu tujuan 
tertentu dilaksanakan dan diawasi. Pelaksanaan tersebut berada di 
Desa Bayemtaman Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan dalam 
rangka memaparkan apa yang sudah dirancang sebelumnya untuk 
memperoleh bukti-bukti dan gambaran secara jelas tentang tradisi 
penentuan masa berkabung bagi suami di Desa Bayemtaman 
Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan 
6. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data skripsi ini menggunakan teknik deskripsi 
analisis, yaitu teknis analisa dengan cara memaparkan apa adanya. 
Dengan hal ini data peristiwa masa berkabung yang sudah menjadi tradisi 
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Teknik Pengolahan Data Deskriptif dalam http://cahayalaili.blogspot.co.id, "diakses pada‛ 05 
oktober 2017. 

































masyarakat. Kemudian dianalisa dengan menggunakan hukum Islam 
dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu menggambarkan penelitian 
dari yang umum ke yang khusus.  
I. Sistematika Pembahasan 
Untuk mendapatkan gambaran secara umum, jelas dan mempermudah 
dalam penyusunan penelitian skripsi ini, maka penyusunan menyajikan 
sistematika pembahasan penelitian skripsi ini ke dalam lima bab, sebagai 
berikut: 
Bab Pertama, membahas tentang pendahuluan yang terdiri dari latar 
belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, 
kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi 
operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 
Bab kedua, pada bab ini merupakan kerangka teori yang menjelaskan 
tentang pengertian perkawinan, iddah dan ihdad. 
Bab ketiga, pada bab ini menjelaskan hasil penelitian atau data 
penelitian di lapangan tentang pandangan tokoh masyarakat terhadap 
penentuan masa berkabung bagi suami yang telah terjadi di Desa 
Bayemtaman Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan. Yang mana 
penulis memaparkan mengenai kondisi geografis, pendidikan, sosial, 
ekonomi, agama, dan pandangan tokoh masyarakat terhadap penentuan masa 
berkabung bagi suami di Desa Bayemtaman Kecamatan Kartoharjo 
Kabupaten Magetan. 

































Bab keempat, Pada bab ini berisikan tentang analisis dari penulis 
terhadap hasil penelitian menggunakan perspektif kaidah fiqh  ‚al ‘adah 
muh}akka>mah‛  penulis akan memaparkan hasil penelitian kemudian 
mengkaji dengan teori – teori tentang ih}dad dan konsep fiqh ‚al ‘adah al 
muh{akka>mah.‛ 
Bab kelima, pada bab ini memuat Penutup yang berisikan kesimpulan 
dari hasil penelitian lapangan dan juga saran yang diberikan sesuai dengan 


















































TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN, ‘IDDAH, IH{DAD  
dan al-‘ADAH al-MUH{AKKAMAH 
A. Perkawinan  
1. Pengertian Perkawinan 
Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi, 
diantaranya adalah
25
 :  
 َّلَحَو َِةأْرَمْل ِاب ِلُج َّرَلا ِعاَتْمِتْساَكْلِم َدْيِفُِيل ُِعراَشلا ُوَعَضَو ٌدْقَع َوُى اًِعرًش ُجاَوًزلا
 ِلُجَّرلِاب َِةأْرَمْلاِعاَتْمِتْسا 
 
‚Perkawinan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk 
membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan 
menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.‛ 
 




 ِب ٍئْطَو َةَحَابِإ ُن َّمَظَت َي ٌدْقَع َأ ٍحاَكِّنلا ِظْفَلاَنَعَم ْوأ ِْيِْوْز َّ تلِاو 
‚Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual 
dengan lafadz nikah atau tazwij atau semakna dengan keduanya.‛ 
 
Abu Yahya Zakariyah Al-Anshary mendefinisikan
27
: 
ا  ِِهوَْنَْوَأ ِحاَكِن ٍظْفَِلب ٍئْطَو َةَحَابِإ ُن َّمَضَت َي ُدْقَع َوٌى اًعْرَش ُح اَكِّنل  
                                                          
25
Wahbah Al-Zuhaili, Fiqh Al-Isla>mi wa Adillatuhu, cetakan 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 31.  
26
Zakiah Daradjat, Ilmu Fiqh ,jilid 2 (Yogyakarta: Dana Bhakti Waqaf,1995), 37. 
27
Ibid,.38. 

































‚Nikah menurut istilah syara’ ialah akad yang mengandung ketentuan 
hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-
kata yang semakna dengannya.‛ 
 
Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau 
mi>tha>qan ghali>za>n, yaitu untuk mentaati perintah Allah dan 
melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk 




2. Dasar Hukum 
a. Al-Qur’an 
Perkawinan adalah sunatullah, hukum alam di dunia 
Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh – 
tumbuhan. Allah s.w.t. berfirman : 
 ْنِمَو ُضْرَْلْا ُتِبُنت اَّمِ اَهَّلُك َجاَوْزَْلْا َقَلَخ يِذَّلا َناَحْبُس َنوُمَلْع َي َلَ اَّمَِو ْمِهِسُفَنأ  
Maha Suci Allah yang telah menjadikan pasangan – pasangan semuanya, 
baik dari apa yang ditumbuhkan di bumi dan dari diri mereka maupun dari 
apa yang tidak mereka ketahui. (QS. 36, Yasin : 36)29 
 ْقَلَخ ٍءْيَش ِّلُك ْنِمَو َنوُر ََّكذَت ْمُكَّلَعَل ِْيَْجْوَز اَن 
Dan dari segala sesuatu Kami ciptakan berpasang – pasang supaya kamu 
mengingat akan kebesaan Allah. (QS. 51, Adz-Dzariyat: 49)
30
 
                                                          
28
H. Abdurrahman,Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, cetakan 2 (Jakarta: CV. Akademika 
Pressindo,1995), 114. 
29
 Al-Qur’an Tafsir Jalalain Per Kata, cetakan 2 (Jakarta Timur : PT. Suara Agung, 2013), 443.  
30 Al-Qur’an Tafsir Jalalain..., 523. 

































b. Undang – Undang Perkawinan31 
Pasal 1 
Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan 
seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk 
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 
Ketuhanan Yang Maha Esa. 
Pasal 2 
1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-
masing agamanya dan kepercayaan itu. 
2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
c. Hadits 
   َلَاق اََنل  ُلْوُسَر وَّللا ىَّلَص وَّللا  ِوْيَلَع مَّلَسَو  :َاي  َرَشْعَم ،ِباَب َّسلا  ِنَم  َعَاطَتْسا  ُمُكْنِم  َةَءاَبْلا 
 ْجَّوَز َتَيْل َف . ُوَّنَِإف  ُّضَغَأ ،ِرَصَبِْلل  ُنَصْحَأَو ،ِْجرَفِْلل  ْنَمَو  َْل  ْعِطَتْسَي  ِوْيَلَع َف ،ِمْوَّصلِاب  ُوَّنَِإف  ُوَل 
 ٌءاَجِو.32  
 
‚Berkata kepada kami rasulullah saw.: ‘Wahai para pemuda, barangsiapa diantara 
kalian yang telah mampu kebutuhan pernikahan maka menikahlah. Karena 
menikah itu dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga alat vital. 
Barangsiapa yang belum mampu menikah maka hendaknya dia berpuasa, karena 
itu merupakan obat baginya.’‛ (HR. Bukhari) 
 
                                                          
31
Undang-undang No. 1 Tahun 1974. 
32 Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibnu al-Mughirah Bukhari, Shahih al-Bukhari 
dalam Mawsu’ah al-Hadis al-Syarif al-Kitab al-Sittah, (Riyadh: Maktabah Dar al-Salam, 2008), 
438. 

































3. Syarat dan Rukun Perkawinan 
Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas
33
: 
a. Rukun-rukun perkawinan 
1) Adanya calon suami dan calon istri yang akan melakukan 
perkawinan, 
2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita, 
3) Adanya dua orang saksi, 
4) Akad nikah yaitu ijab dan Kabul yang diucapkan oleh wali atupun 
wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon mempelai 
laki-laki. 
b. Syarat-syarat perkawinan 
Adapun Syarat-syarat perkawinan adalah sebagai berikut:
34
 
1) Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan yang menentukan bahwa 
‚Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai‛ 
jadi dalam melangsungkan suatu perkawinan bukan didasarkan 
atas unsur paksaan siapapun dan harus dilakukan atas kehendak 
kedua calon mempelai.  
2) Terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan  no. 1 tahun 1974 
yang menentukan ‚Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria 
mencapai umur 19 (Sembilan Belas) tahun dan pihak wanita sudah 
mencapai usia 16 (Enam Belas) tahun‛. Kedua calon mempelai 
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Abdul Rahman, fiqih…, 46-47.  
34
Amnawaty dan Wati Rahma Ria, Hukum dan Hukum islam, (Bandar lampung : Penerbit 
Universitas Lampung, 2008), 83. 

































yang akan melangsungkan akad nikah harus mencapai usia yang 
diatur dalam Undang – Undang ini.  
3) Pasal 6 ayat (2) disebutlkan apabila calon suami atau istri belum 
berumur seperti yang dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) maka calon 
mempelai yang akan melakukan perkawinan harus mendapatkan 
izin dari pengadilan karena mereka belum dianggap dewasa secara 
4. Tujuan Perkawinan 
Tujuan perkawinan menurut undang-undang No. 1 tahun 1974 
adalah membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan 
Ketuhanan Yang Maha Esa.
35
 Dari kalimat tersebut dapat ditarik 
kesimpulan bahwa: 
a. Perkawinan itu adalah untuk membentuk keluarga yaitu mendapatkan 
keturunan, karena suatu keluarga tentunya terdiri dari suami istri dan 
anak-anaknya. 
b. Perkawinan itu untuk selama-lamanya, artinya tidak untuk sementara. 
Hal ini dapat kita tarik dari kata "kekal". 
c. Perkawinan juga sebagai proses untuk mencapai kebahagiaan. 
Tujuan perkawinan yang diinginkan dalam Undang-undang No. 
1 tahun 1974 bila kita rasakan adalah sangat ideal karena tujuan 
perkawinan itu tidak hanya melihat dari segi lahiriyah saja, tetapi juga 
terdapat adanya suatu pertautan batin antara suami dan isteri yang 
bertujuan untuk membina keluarga atau rumah tangga yang kekal dan 
                                                          
35
Undang-undang No. 1 tahun 1974. 

































bahagia bagi keduanya dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yang 
Maha Esa.  
Bahwa dengan melangsungkan perkawinan akan diperoleh 
kebahagiaan, baik materiil maupun spiritual. Dan kebahagiaan yang 
ingin dicapai bukanlah kebahagiaan yang sifatnya sementara saja, 
tetapi kebahagiaan yang kekal, yang dapat berakhir dengan kematian.
36
 
Menurut hukum Islam tujuan perkawinan adalah untuk 
menegakkan agama Allah; dengan arti mentaati perintah dan menjauhi 
larangan Allah, untuk mendapatkan keturunan yang sah dalam 
masyarakat, untuk mencegah maksiat dan untuk membina rumah 





Perceraian atau T{ala>q adalah lepasnya ikatan perkawinan dan 
berakhirnya hubungan perkawinan. Menurut hukum asalnya t{ala>q itu makruh 
berdasarkan sabda Rasulullah s.a.w.:
38
 
)مكالْاو يراخبلا هاور(.ُقَلََّطلا ِللها َلَِا ِلَلََْلْ ا ُضَغ ْب َأ 
Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah thalaq. 
(Riwayat Abu Dawud dan Al-Hakim) 
                                                          
36
 Asmin, status Perkawinan Antara Agama Tinjauan dari Undang-undang Perkawinan No 1 
Tahun 1974, (Jakarta: PT. Dian Rakyat),20. 
37
 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, 
Hukum Agama, (Bandung: Bandar Maju, 1990), 24. 
38
H.S.A. Al Hamdani, Risalah Nikah, (Hukm Perkawinan Islam) Dilampiri... , 203. 

































T{ala>q harus dijatuhkan oleh orang yang mempunyai kecakapan 
(ahliyyah) penuh sehingga perbuatannya itu dapat diakui secara hukum. 
Kecakapan ini dapat sempurna apabila orang itu waras pikirannya, dewasa 
dan mempunyai kemampuan untuk memilih. Rasulullah s.a.w. bersabda:
39
 
.ٍقَلَْطِم ِقاَوَذ ِّلُك ُللها َنَعَل 
Semua T{ala>q itu sah kecuali t{ala>q orang yang tidak waras akalnya. (Riwayat 
Tirmidzi dan hadis mauquf riwayat Bukhari) 
b. Macam-macam T{ala>q 
1) T{ala>q Raj’i 
Dari segi peluang untuk rukun kembali dalam berumah tangga ada dua 
macam t{ala>q, raj’i dan ba’in. Ba’in ada dua macam, Ba’in sughra dan 
ba’in kubra. t{ala>q raj’i yaitu t{{{ala>q yang dijatuhkan oleh seorang suami 
atas isterinya yang pernah dicampuri secara hakiki. t{ala>q ini jatuh bukan 
karena ditebus dengan harta dan tidak didahului dengan t{ala>q asli atau 
t{ala>q satu. Tidak ada bedanya antara t{ala>q yang sharih maupun t{ala>q 
dengan kina>yah.40 
Apabila si isteri pernah dicampuri secara hakiki kemudian di t{ala>q 
dengan tebusan, atau di t{ala>q sudah tiga kali, maka t{ala>q nya dinamakan 
t{ala>q ba’in, berdasarkan firman Allah: 
 َت َْوأ ٍفوُرَْعبِ ٌكاَسْمَِإف ِنَاتَّرَم ُقلََّطلاة رقبل ا(  ٍناَسْحِِإب ٌحِيرْس) 






































T{ala>q (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan 
cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik. (QS. 2, Al-
Baqarah:229) 
 
2) T{ala>q Ba’in 
T{ala>q ba’in adalah t{{ala>q yang ketiga atau t{{ala>q yang jatuh sebelum 
suami isteri berhubungan kelamin, atau t{{ala>q yang jatuh dengan tebusan 
(khulu’). T{ala>q ba’in ada dua macam, bain sughra dan ba’in kubra. T{ala>q 
Ba’in sughra atau ba’in kecil adalah t{{ala>q yang tidak boleh dirujuk tetapi 
boleh melakukan akad nikah baru \dengan bekas suaminya meskipun 
dalam masa ‘iddah.41 
T{ala>q ba’in kubra atau ba’in  besar adalah t{{ala>q yang terjadi ketiga 
kalinya. T{ala>q ini tidak boleh dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali 
kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri menikah 
dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraianba’da dhukul dan habis 
masa ‘iddahnya.42 
Para ulama sepakat bahwa bilangan t{{ala>q yang menyebabkan ba’in 
adalah ti\ga. Apabila dijatuhkan dengan terpisah-pisah. Sesuai dengan 
firman Allah: 
 َْوأ ٍفوُرَْعبِ ٌكاَسْمَِإف ِنَاتَّرَم ُقلََّطلا ةرقبل ا(ٍناَسْحِِإب ٌحِيرْسَت) 
Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan 










































c. Akibat perceraian 
Akibat dari perceraian ada dua, yakni:
43
 
1) Akibat perceraian bagi istri dan harta kekayaan. 
Undang-undang perkawinan mengatur dengan tuntas kedudukan harta 
benda dalam perkawinan. Ketentuan yang terdapat di dalam pasal 37 
undang-undang perkawinan menegaskan bahwa bila perkawinan putus 
karena perceraian, harta bersama di atur menurut hukumnya masing-
masing. 
Menurut pasal 35, undang-undang nomor 1 tahun 1974. Harta benda 
dalam perkawinan ada yang disebut harta bersama, yakni harta benda yang 
diperoleh selama perkawinan berlangsung. Ada yang disebut harta bawaan 
dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing 
sebagai hadiah atau warisan sepanjang para pihak tidak menentukan yang 
lain. Karena itu pasal 36 menentukan bahwa harta bersama suami ataupun 
isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedang mengenai 
harta bawaan dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau 
warisan, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan 
perbuatan hukum mengenai harta bendanya. 
2) Akibat peceraian terhadap anak dibawah umur. 
Akibat perceraian terhadap anak yang masih dibawah umur yakni adalah 
perwalian.
44
 Masalah perwalian diatur dalam pasal 220 dan pasal 230 
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undang-undang nomor 1 tahun 1974. Dengan bubarnya perkawinan maka 
hilanglah kekuasaan ini diganti dengan satu perwalian. Adapun mengenai 
perwalian ini ada ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 
a) Setelah oleh hakim dijatuhkan putusan dalam hal perceraian dia harus 
memanggil bekas suami isteri dan semua keluarga sedarah dan 
semenda dari anak-anak yang belum dewasa untuk didengar tentang 
pengangkatan seorang wali. Hakim kemudian menetapkan untuk tiap 
anak siapa dari orang tua itu yang harus menjadi wali. Hakim hanya 
dapat menetapkan salah satu dari orang tua tersebut. Siapa yang 
ditetapkan itu adalah mutlak atas keputusan hakim. 
b) Jika setelah perceraian mempunyai kekuatan mutlak, terjadi sesuatu 
hal yang sangat penting, maka atas permintaan bekas suami atau 
isteri, penetapan pengangkatan wali dapat diubah oleh hakim. 
B. ‘IDDAH dan IH{DAD 
1. ‘IDDAH 
Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah memberikan penjelasan 
tentang ‘iddah yaitu: 
اله وقارفوا اهجوز تافو دعب جيوزتلا نع عنتتمو ةأرلمااهيفرظتنت تيلا ةدلم مسا يى ةدعلا 
‘Iddah ialah suatu nama bagi suatu masa tunggu yang wajib dilakukan oleh 
wanita (isteri) dan tidak boleh melakukan perkawinan setelah kematian 
suaminya atau bercerai darinya.
45
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Al-Shan’aniy mengemukakan definisi tentang ‘iddah yang lebih 
lengkap, sebagai berikut: 
 نع ةأرلما اهيف صبتًت ةدلما مسااله ةقارف و اهجوز ةافو دعب جيوزتلا 
‚Nama bagi suatu masa yang seorang perempuan menunggu dalam masa itu 
kesempatan untuk kawin lagi karena wafatnya  suaminya atau bercerai 
dengan suaminya.‛ 
‘Iddah dalam istilah agama menjadi nama bagi masa lamanya 
perempuan (isteri) menunggu dan tidak boleh kawin setelah kematian 
suaminya atau setelah pisah dari suaminya.
46
 Iddah ini juga sudah dikenal 
sejak zaman jahiliyyah. Mereka hampir tidak pernah meninggalkan 
kebiasaan iddah. Tatkala Islam datang, kebiasaan itu diakui dan tetap 
dijalankan karena ada beberapa kemaslahatan didalamnya.   
Para ulama sepakat bahwa iddah itu wajib hukumnya karena Allah 
S.W.T. berfirman: 
 ٍءوُر ُق ََةثلََث َّنِهِسُف َْنِأب َنْصَّبَر َت َي ُتاَقََّلطُمْلاَو... 
‚Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali 
quru’...‛ (QS.al-Baqarah: 228)47 
 
Quru’  bisa  berarti  haid  atau  bersih  dari  haid,  sebagaimana  
pendapat  imam syafi’i,  yang menyatakan  quru’ dengan makna  suci  karena  
melihat  dari  segi kebahasaan, bahwa  lafadz tsalatsatu quru’in  lafadz 
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tersebut adalah adad  mufrod atau tunggal yang dalam aturan bahasa arab 
harus berlawanan antara adad (hitungan) dan ma’du (yang dihitung), 
sehingga karena lafadz tsalatsatu berbentuk mu’annats/perempuan yang 
pasti haid, sedangkan lafadz Quru’ adalah merupakan bentuk mudzakkar. 
Laki-laki yang dalam hal ini tidak pernah mengalami haid, sehingga Imam 
Syafi’i menyatakan bahwa quru’ bermakna suci. 
Nabi S.A.W. bersabda kepada Fatimah binti Qais
48
 : 
 ٍقْي َز ُر ُنْب َر ا َّمَع اَن َث َدَح َمَد ا ُنْب َيَْيُ َانَر َبْخَأ ُيَِلظَْنْلْا َمْيِى َار ْبِإ ُنْب ُق اَحْسِإ ِْنَِث َّدَح     بَِأ ْنَع
 ِإ َةَلْق ُّ نل ا ُت ْدَر ََأف ًاث َلََث ْيِج ْوَز ِْنَِقََّلط : َل َاق ٍشْي َق ِتِْنب َةَمِط َاف ْنَع ِّبِّْع َّشل ا ْنَع َق اَحْس
 َم ُِّمأ ِنب ا و رْمَع َك ِّمَع ِنب ا ِتْي َب َلَ ِإ يِلِقَت ْن َِلَ اَق َف َمَّلَس َو ِوْيَلَع ُلله ا َلَص َّبَِّّنل ا ُتْي َت ََأف ْو ُتْك 
 ُهَدْنِع ي ِّدَتْع َاف ٍم 
 
Telah menceritakan kepadaku Ishaq bin Ibrahim Al Handzali, 
telah memberitakan kepada kami Yahya bin Adam. Telah menceritakan 
kepada kami ‘Ammar bin Ruzaiq dari AbiIshaq dari As Sya’bi dari Fathimah 
binti Qais berkata:Suamiku telah menthalaqku dengan thalaq tiga, maka aku 
ingin pindah darinya. Kemudian aku mendatangi Nabi SAW,Nabi kemudian 
bersabda: pindahlah engkau ke rumah putrapamanmu Amr Ibnu Ummi 
Maktum, dan beriddahlah dirumahnya. 
 
Berdasarkan ketentuan di atas, maka bagi perempuan yang ditinggal 
mati oleh suaminya, wajib baginya melaksanakan iddah serta ih}dad. ih}dah 
merupakan masa penantian seorang perempuan sebelum menikah lagi, 
setelah bercerai dari suaminya atau setelah suaminya meninggal dunia. Dari 
beberapa definisi yang dikemukakan di atas  dapat disusun hakikat dari 
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iddah tersebut  sebagai berikut: ‚masa yang harus ditunggu oleh seorang 
perempuan yang telah bercerai dari suaminya supaya dapat kawin lagi untuk 
mengetahui bersih  rahimnya  atau  untuk melaksanakan perintah Allah‛.49 
 
2. IH{DAD 
Secara etimologis, ih{dad atau juga disebut hidad berarti mencegah 
dari memakai perhiasan. Dalam vocabulary Arab, ih{dad berarti keadaan 
perempuan yang tidak menghias dirinya sebagai tanda perasaan 
berkabungatas kematian suaminya atau keluarganya.
50
 
Ih{dad secara etimologi adalah menahan atau menjauhi. Secara 
definitif, sebagaimana tersebut dalam beberapa kitab fikih, adalah ‚menjauhi 
sesuatu yang dapat menggoda laki-laki kepadanya selama menjalani masa 
‘iddah‛. Pembicaraan di sini menyangkut: untuk siapa dia berbuat, kenapa 
dia berbuat, apa yang tidak boleh diperbuat dan  hukum berbuat.
51
 Adapun 
mengenai untuk siapa, atau atas dasar apa seseorang melakukan ih{dad, 
hampir semua ulama berpendapat bahwa ih{dad hanya dilakukan untuk suami 
yang menikahinya dengan nikah yang sah dan yang meninggal dalam masa 
perkawinannya dan tidak berlaku untuk lainnya. Masa berkabung (ih{dad) 
bagi perempuan yang diatur oleh syari’at.52 Perempuan berkabung atas 
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kematian suaminya selama empat bulan sepuluh hari, berdasarkan firman 
Allah SWT, yang berbunyi: 
ًارَشَعَو ٍرُهْشَأَةَع َبَْرأ اَّنِهِسُف ْن َِأب َنْصَّب َر َت َي اًج اَوْز َأ َنوُر َذَيَو ْمُكْنِم َنْوَّ فَو َت ُي َنْي ِذَّلآَو 
‚Orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan 
isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (beriddah) 
empat bulan sepuluh hari…‛ (QS.al-Baqarah: 234)53 
 
 Menurut Abu Yahya Zakaria Secara etimologis (lughawi) ih{dad 
berarti al-Man’u (cegahan atau larangan). Sedangkan menurut Abdul Mujieb, 
bahwa yang dimaksud dengan ih{dad adalah masa berkabung bagi seorang 
isteri yang ditinggal mati suaminya. Masa tersebut adalaha empat bulan 
sepuluh hari disertai dengan larangan-larangannya, antara lain: bercelak 
mata, berhias  diri, keluar rumah, kecuali dalam keadaan terpaksa.
54
 Selama 
berkabung, perempuan tidak boleh memakai wewangian, celak pacar 
(pewarna kuku), bedak, pakaian berwarna dan perhiasan. Namun dari sisi 
lain, para ulama memandang bahwa perempuan boleh mengenakan pakaian 
berwarna putih dan boleh memotong kuku, mencabut bulu ketiak, mandi dan 




Wahbah al-Zuhaili menegaskan maksud meninggalkan harum-
haruman, perhiasan, celak mata, dan minyak adalah khusus yang berkaitan 
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dengan anggota badan perempuan. Karena itu, perempuan yang sedang 
dalam keadaan ih{dad tidak dilarang memperindah tempat tidur, karpet, 




Menurut Sayyid Abu Bakar al-Dimyati, definisi ih{dad adalah: 
‚Menahan diri dari bersolek/berhias pada badan.‛ Dengan redaksi sedikit 
berbeda, Wahbah al-Zuhaili memberikan definisi tentang makna ih{dad:  
‚ih{dad ialah meninggalkan harum-haruman, perhiasan, celak mata dan 
minyak, baik minyak yang mengharumkan maupun yang tidak.‛ 




Ih{dad secara etimologi adalah mencegah, yaitu pencegahan seorang 
perempuan dari bersolek. Ih{dad secara bahasa adalah menjelaskan 
kesedihan, Ih{dad menurut terminologi adalah pencegahan atau 
menjaganya seorang perempuan dari bersolek dan termasuk dalam 
makna ih{dad adalah suatu masa tertentu di  antara masa-masa yang 
dikhususkan, begitu juga di antara makna ihdad adalah mencegahnya 
seorang perempuan dari tempat tinggalnya yang bukan tempat 
tinggalnya. 
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C. al-‘Adah al-Muh{akka>mah 
 ٌةَم َّكَُمُ ُة َد اَعْل َا 
‚Adat (Kebiasaan) dapat dijadikan landasan hukum‛ 
1. Definisi 
Adat adalah sebuah kecenderungan, baik berupa ungkapan atau 
pekerjaan pada satu obyek tertentu yang telah terulang – ulang, baik 
dilakukan secara pribadi atau kelompok. Oleh karena itu, adat bisa juga 
diartikan sebagai kebiasaan, kebudayaan, tradisi, dan kultur. Para fuqoha’ 
mendefinisikan adat secara terminologi sebagai norma yang sudah melekat 
dalam hati akibat berulang-ulangnya, sehingga diterima sebagai sebuah 
realitas yang rasional dan layak menurut penilaian akal sehat, norma tersebut 
bisa dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat.
58
 
Sedangkan ‘Urf secara terminologi menurut Badran sebagaimana 
yang dikutip Amir Syaifuddin dalam bukunya Ushu>l Fiqh adalah59: 
 هرثا نكتم تىح ىرخا دعب ةرم رركت لعف وا لوق نم هوقلاو سانلا روهجم هداتعا ام وى فرعلا 
 فيلوبقلاب ملهوقع هاقلتت تراصو مهسوفن  
‚ ‘Urf adalah apa-apa yang dibiasakan dan diikuti orang banyak, baik dalam 
bentuk ucapan atau perbuatan yang berulang-ulang dilakukan sehingga 
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2. Dasar Hukum 
)دحمأ وجرخأ( ٌنَسَح ِوَّللا َدْنِع َوُه َف ,اًنَسَح َنْوُمِلْسُمْلا َُهَار اَم 
Sesuatu yang dianggap baik oleh orang muslim, maka menurut Allah adalah 




Secara dhahir dilihat dari asal-usul kata ‘Adah dan‘Urf berbeda, 
tetapi diantara ahli bahasa ada yang menyamakannya, kedua kata ini 
Mutara>dif (sinonim). Seandainya kedua kata ini dirangkai dalam suatu 
kalimat, seperti: hukum ini didasarkan kepada ‘Adah dan ‘Urf itu berbeda, 
maksudnya meskipun digunakan kata sambung ‚dan‛ yang biasa dipakai 
sebagai kata yang membedakan antara dua kata. Karena kedua kata itu 
memiliki arti yang sama, maka dalam contoh tersebut, kata ‘Urf sebagai 
penguat terhadap kata ‘Adah 
a) Macam-macam al-‘Urf  atau al-‘Adah 
Para ulama ushul fiqh membagi ‘Urf menjadi tiga bagian: 
1) Dilihat dari segi obyeknya, ‘Urf  dapat dibagi menjadi dua, yaitu: 
(a) al-’Urf al-Lafz{i, yaitu kebiasaan masyarakat dalam 
mempergunakan lafadz atau ungkapan tertentu dalam 
mengungkapkan sesuatu. 
Misalnya: ungkapan kata  دلولا yang kebiasaannya untuk anak 
laki-laki, padahal kata دلولا juga bisa dipergunakan untuk anak 
laki-laki dan perempuan. Sebagaimana yang terdapat dalam 
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Surah al-Nisa’ ayat 11-12, kata  محللا yang biasanya untuk sejenis 
daging sapi, kambing atau yang lain, tetapi ikan tidak termasuk 
di dalamnya, padahal ikan juga termasuk dalam kategori , محللا 
sebagaimana terdapat dalam surat al-Nahl ayat 14 
  َّلا َوُى َو ِّّاي ِرَاط ًامَْلْ ُوْنِم ْا ْوُلُك أِتل َرْخَبْلآ َّرَخَس ى ِذ 
Dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar 
kamu dapat memakan dari padanya daging yang segar (ikan) 
Berdasarkan al-’Urf al-Lafz{i sebagaimana diatas, apabila ada 
seorang yang mengucapkan sumpah tidak akan makan daging, 
tetapi pada suatu saat dia makan ikan maka dia tidak termasuk 
orang yang melanggar sumpah. 




Misalnya, kebiasaan masyarakat dalam transaksi jual beli barang 
dengan cara serah terima barang dan uang tanpa mengucapkan 
ijab qabul. Hal ini tidak dianggap menyalahi aturan akad dalam 
jual beli. 
2) Dilihat dari segi cakupannya, ‘Urf  dibagi menjadi dua, yaitu: 
(a) al-’Urf al-‘Amm, ialah kebiasaan tertentu yang telah dikenal 
secara luas di sebagian besar masyarakat pada suatu masa.
62
 
Misalnya: Masuk pemandian tanpa adanya batas waktu yang 
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ditentukan dan berapa banyak air yang digunakan, karena sudah 
saling mengetahui. 
Contoh lain: Menganggukkan kepala tanda menyetujui dan 
menggelengkan kepala tanda menolak. 
(b) al-’Urf al-Khas, ialah: kebiasaan tertentu yang telah dikenal 
masyarakat dalam suatu kawasan atau daerah tertentu.
63
 
Misalnya: Kebiasaan orang Irak dalam menyebut Dabah (hewan 
yang berkaki empat) dengan sebutan faras. Contoh lain: Orang 
sunda menggunakan kata ‚paman‛ untuk memanggil adik dari 
ayah dan tidak untuk kakak dari ayah, sedangkan orang jawa 
menggunakan kata ‚paman‛ untuk kakak dan adik dari ayah.  
Menurut Musthafa al-Zarqa’, al-’Urf al-Khas seperti ini tak 
terhitung jumlahnya dan senantiasa berkembang sesuai 
perubahan situasi dan kondisi masyarakat.
64
 
3) Dilihat dari segi keabsahannya menurut pandangan shara’, ‘Urf 
terbagi menjadi dua, yaitu: 
(a) al-’Urf al-Sah{ih{, ialah: segala sesuatu yang sudah dikenal 
masyarakat yang tidak berlawanan dengan dalil shara’, juga tidak 
menghalalkan yang haram dan menggugurkan yang wajib. 
Misalnya: Dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberikan 
hadiah pada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai 




Nasrun Haroen, Usul Fiqh 1, cetakan  2 (Jakarta : Logos Wacana Ilmu,1997),141. 

































mas kawin. Contoh lain: mengadakan Halal Bihalal 
(silaturrahim) saat hari raya. 
(b) al-’Urf al-F>a>sid, ialah: segala sesuatu yang dikenal oleh 
masyarakat, tetapi berlawanan dengan shara’, atau menghalalkan 
yang haram serta menggugurkan kewajiban. 
Misalnya: berjudi untuk merayakan suatu peristiwa. Contoh lain: 
menghidangkan minum-minuman keras dalam suatu pesta. 





3. Dasar Kaidah al-‘Adah Muhakka}mah  Sebagai Sandaran (Penetapan atau 
Penerapan) Hukum 
Al-Qur’an Sebagian ulama melandaskan kehujjahan kaidah ini 
kepada ayat Al-Qur’an surat al-A’raf: 199: 
 َيِْلِىَاْلْا ِنَع ْضِرَْعأَو ِفْرُعْلِاب ْرُمْأَو َوْفَعْلا ِذُخ 
‚Jadilah Engkau Pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, 
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PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP PENENTUAN MASA 
BERKABUNG BAGI SUAMI YANG TERJADI di DESA BAYEMTAMAN 
KECAMATAN KARTOHARJO KABUPATEN MAGETAN 
 
A. Gambaran Umum Kondisi Desa 
1. Kondisi geografis 
Desa Bayemtaman merupakan salah satu desa yang terletak di 
kecamatan kartoharjo kabupaten magetan, jawa timur. Desa bayemtaman 
berada pada lokasi 7’31‛45‛ LS 111’26‛11‛ BT. Desa bayemtaman  
memiliki luas wilayah seluas 161, 00 ha/m2. Sebagian besar tanahnya 
digunakan untuk tempat persawahan, yaitu seluas 96 ha/m2.  
2. Pendidikan 
Tingkat pendidikan di desa Bayemtaman bisa dibilang cukup tinggi, 
terbukti anak – anak yang mengenyam pendidikan sekolah lebih banyak 
daripada yang tidak ataupun putus sekolah, sebagai contoh data desa yang 
terakhir diperbarui tahun 2016, jumlah anak yang sekolah pada usia 7 – 18 
tahun berjumlah 167 orang untuk laki – laki dan 165 orang untuk 
Perempuan. Ini berbanding terbalik dengan yang tidak sekolah, yaitu 15 
orang untuk laki – laki dan 13 orang untuk perempuan. Berikut akan kami 
paparkan data mengenai tingkat pendidikan yang ada di Desa Bayemtaman 
Kecamatan Kartoharjo Kabupaten magetan.  
 




































Tingkat Pendidikan Laki – laki Perempuan 
Usia 3- 6 tahun yang belum masuk TK 9     Orang 7       Orang 
Usia 3- 6 tahun yang sedang TK/ play 
group 
20   Orang 23     Orang 
Usia 7 - 18 tahun yang tidak pernah 
sekolah 
15   Orang 13     Orang 
Usia 7 - 18 tahun yang sedang sekolah  167 Orang 165   Orang 
Usia 18 - 56 tahun tidak pernah sekolah 79   Orang 83     Orang 
Usia 18 - 56 tahun pernah SD tapi tidak 
tamat 
135 Orang 137   Orang 
Tamat SD / sederajat 111 Orang 137   Orang 
Jumlah usia 12 – 56 tahun tidak tamat 
SLTP 
97   Orang 98     Orang 
Jumlah usia 18 – 56 tahun tidak tamat 
SLTA 
79   Orang 83     Orang 
Tamat SMP / sederajat  170 Orang 187   Orang 
Tamat SMA / sederajat 169 Orang 160   Orang 
Tamat D-1 / sederajat 19   Orang 25     Orang 
Tamat D-2/ sederajat 14   Orang 15     Orang 
Tamat D-3 / sederajat 9     Orang 15     Orang 
Tamat S-1 / sederajat 21   Orang 15     Orang 

































Tamat S-2 / sederajat 6     Orang ...      Orang 
Tamat S-3 / sederajat 0 Orang ...      Orang 
Tamat SLB A ...     Orang ...      Orang 
Tamat SLB B ...     Orang ...      Orang 
Tamat SLB C ...     Orang ...      Orang 
Jumlah 119 Orang 1134 Orang 
Jumlah Total 2253                           Orang 
 
3. Sosial 
Kehidupan sosial masyarakat desa Bayemtaman kecamatan 
Kartoharjo kabupaten Magetan sangat baik dan rukun. Interaksi sosial antar 
warga sangat terjalin dengan baik. Masyarakatnya sangat ramah dan sopan 
santun atau dalam istilah jawanya grapyak. Saling tegur sapa sudah menjadi 
kebiasaan sehari – hari masyarakat desa Bayemtaman. Masyarakat desa 
Bayemtaman juga mempunyai kegiatan rutinan di hari tertentu. Pada hari 
kamis malam jumat, ba’da maghrib para bapak-bapak mengadakan kegiatan 
yasinan, ada juga rombongan ibu – ibu yang melaksanakan yasinan ketika 
ba’da isya. Terdapat juga di beberapa mushola para remaja masjid aktif 
melakukan kegiatan banjari dan mengadakan latihan rutinan banjari setiap 
hari sabtu malam minggu. 
4. Ekonomi 
Mayoritas masyarakat desa Bayemtaman kecamatan Kartoharjo 
kabupaten Magetan berprofesi sebagai petani padi. Ada sebagian kecil yang 

































mempunyai lahan jagung, kacang kedelai, kacang tanah, dan bawang merah. 
Masyarakat desa bayemtaman juga mempunyai tanaman jahe, kunyit, 
lengkuas dan perkebunan tebu. Untuk peternakan, masyarakat desa 
Bayemtaman banyak memiliki hewan ternak, tercatat sebanyak 557 orang 
memiliki ternak Ayam Kampung, 165 orang memiliki ternak kambing, dan 
109 orang memiliki ternak sapi, sisa nya memiliki ternak Kelinci, Burung 
Puyuh, Angsa, Domba, dan Ayam Boiler. 




Agama Laki – laki Perempuan  
Islam  1119 orang  1134 orang  
Kristen    
Katholik    
Hindu  2 orang  1 orang  
Budha    







Jumlah 1119 orang  1134 orang  
 

































B. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Penentuan Masa Berkabung 
Bagi Suami di Desa Bayemtaman Kecamatan Kartoharjo Kabupaten 
Magetan 
1. Penentuan Masa Berkabung Menurut Tokoh Masyarakat 
Penelitian yang kami lakukan bertempat di Desa Bayemtaman 
Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan. Dari data penelitian yang kami 
peroleh, kami mendapatkan banyak informasi yang belum kami ketahui 
sebelumnya terkait adanya tradisi penentuan masa berkabung bagi suami 
yang terjadi di Desa Bayemtaman Kecamatan Kartoharjo kabupaten 
Magetan. 
Narasumber pertama dalam penelitian kami adalah seorang tokoh 
agama desa (Modin), bernama bapak Sudarto, yang juga alumni pondok 
pesantren Syalafiyah Baron, Nganjuk. Beliau mondok selama 7 tahun dan 
dilantik menjadi kaur desa (modin) sejak tahun 1995 sampai sekarang. Selain 
berprofesi menjadi Modin, beliau juga berprofesi sebagai petani padi. 
Berikut ini akan kami paparkan hasil wawancara dengan bapak Sudarto 
dengan menggunakan metode narasi. 
 Penentuan Masa berkabung bagi suami adalah masa seorang suami 
melakukan penghormatan kepada isteri yang telah meninggal dunia. 
Penghormatan itu ditunjukkan dengan rasa berduka yang paling dalam 
sebagai seorang suami. Bentuk nyata dari penghormatan suami yang 
ditinggal mati isterinya adalah melakukan proses masa berkabung, dalam 
masa berkabung, diantaranya seorang suami tidak diperkenankan keluar 

































rumah terlalu jauh selama masa berkabung berlangsung, kecuali kalau ada 
urusan yang penting  (menjenguk orang sakit, berdagang di pasar, ada tugas 
dinas). jadi maksud dari tidak diperkenankan keluar rumah terlalu jauh dan 
tidak keluar rumah kecuali jika ada urusan yang penting ini dimaksudkan 
supaya proses masa berkabung benar–benar dilakukan secara khidmat dan 
penuh rasa menghargai kepada sang isteri yang telah meninggal, tidak untuk 
sekedar menjalankan saja. 
66
 
Narasumber ke dua yakni adalah bapak KH Salim Mustofah, selain 
tokoh agama desa, ia sekaligus menjabat sebagai ketua MUI Kecamatan 
Kartoharjo, beliau menjabat menjadi ketua ranting sejak tahun 2007 sampai 
sekarang, selain menjabat sebagai ketua MUI ranting, ia juga sering 
memimpin acara yasin dan tahlil di desa, jika bapak Modin berhalangan 
untuk memimpin acara yasin dan tahlil, maka dialah yang menggantikannya. 
Menurut pendapatnya, di dalam fiqh ataupun Al Quran memang tidak diatur 
mengenai masa berkabungnya suami, namun jika kita lahir dan hidup 
menjadi manusia jawa, dalam hal ini masyarakat desa Bayemtaman, 
masyarakat desa Bayemtaman tidak meninggalkan hukum adat yang sudah 
ada sejak turun temurun ada. Selama hukum adat itu tidak bertentangan 
dengan prinsip syariat, maka hal itu boleh – boleh saja dilakukan.67 
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 Sudarto, Wawancara, Magetan, 15 Maret 2018. 
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 Salim Mustofah, Wawancara, Magetan, 15 Maret 2018. 
 

































Narasumber ke tiga, Budi Purwanto, profesi sebagai guru. Dia 
menjelaskan, masa berkabung sangat baik apabila dilakukan baik itu oleh 
suami atau istri yang ditinggal mati pasangannya. Dalam kasus ini, suami 
sebagai kepala keluarga wajib memberikan tauladan yang baik bagi 
keluarganya. Seorang kepala keluarga wajib memberikan contoh yang baik 
karena pendidikan pertama yang diperoleh seorang anak adalah dari 
keluarga. Jika keluarga nya baik. Maka baik pula pendidik si anak. Jika 
keluarganya buruk. Maka anak pun mendapatkan pendidikan yang serupa  
wallahu ‘alam.68 
Narasumber ke empat, Bapak Joni seorang ta’mir masjid Desa 
Bayemtaman yang berasal dari Madura, dia berpendapat bahwa Budaya yang 
sudah mendarah daging dan terus menerus dilakukan oleh masyarakat harus 
terus dilestarikan. Termasuk masa berkabung, karena budaya ini selain 
memberikan rasa hormat kepada orang yang sudah meninggal, ada nilai-nilai 
kearifan lokal yang tersirat di dalam nya yakni adanya edukasi atau 
pembelajaran. Bahwa manusia hidup tidak boleh se enaknya sendiri. Ada 
hukum atau aturan yang mengatur setiap perilaku manusia. Peraturan itu ada 
supaya manusia lebih mempunyai derajat yang mulia karena manusia adalah 
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 Budi purwanto, Wawancara, Magetan, 18 Maret 2018. 
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Narasumber ke lima, Bapak Sugiono seorang pensiunan Guru 
Sekolah Dasar. Bapak Sugiono adalah seorang suami yang ditinggal mati 
istrinya. Dia memberi penjelasan bahwa, setelah ditinggal mati istrinya dia 
lebih memilih untuk fokus mengurus urusan keluarga. Setiap pagi Bapak 
Sugiono membuka toko dan jasa fotocopy dengan anak nya. Bapak Sugiono 
jarang pergi keluar rumah jika tidak ada urusan yang penting seperti 
mengairi sawah ataupun berkebun. Bapak Sugiono menambahkan bahwa dia 
tidak akan menikah lagi setelah selesai melakukan masa berkabung dan lebih 
memilih untuk fokus pada keluarga.
70
 
Narasumber ke enam, Bapak Supardi menjelaskan bahwa setelah 
ditinggal mati istrinya dia melakukan masa berkabung, selama masa 
berkabung Bapak Supardi hanya melakukan aktifitas pokok saja. Setiap pagi 
dia pergi ke sawah untuk bekerja dan setelah selesai dia langsung pulang 
mengurus pekerjaan rumah seperti memberi makan ternak dan kegiatan 
rumah lainnya. Jika tidak ada hal yang terlalu penting untuk dikerjakan, 
maka Bapak Supardi memilih untuk beristirahat dirumah untuk menjaga ke 
khidmatan selama masa berkabung. Bapak Supardi menambahkan bahwa 
jika setelah selesai melakukan masa berkabung dan diberi kesempatan oleh 
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2. Bilangan – bilangan Masa Berkabung 
Masa berkabung yang dilakukan masyarakat Desa Bayemtaman 
bermacam-macam bilangannya, menurut bapak KH Salim Mustofah,di Desa 
Bayemtaman, masyarakat ada yang melakukan masa berkabung selama 40 
hari, ada juga yang melakukan masa berkabung selama  100 hari (3 bulan 10 
hari) dan maksimal 1000 hari (2 tahun) setelah meninggalnya istri. Masa 
berkabung dilakukan seketika itu juga setelah istri selesai dikuburkan.
72
 
Menurut bapak Sudarto, bilangan masa berkabung ber macam – 
macam, ada yang melakukan masa berkabung selama 30 sampai 40 hari, ada 
yang melakukan masa berkabung sampai 100 hari dan ada juga yang 
melakukan masa berkabung sampai 1000 hari setelah meninggalnya sang 
istri sekaligus setelah dilakukannya selametan 1000 hari meninggalnya sang 
istri. Masyarakat desa Bayemtaman percaya bahwa setelah 1000 hari dan 
setelah di selameti, arwah si istri sudah tenang di alam sana dan sudah tidak 
kembali lagi ke rumah untuk meminta doa kepada keluarga. Karena 
masyarakat desa Bayemtaman percaya bahwa sebelum 100 atau 1000 hari 
meninggalnya seseorang. Seseorang itu setiap kamis malam jumat masih 
sering pulang lagi ke rumah untuk menengok para keluarganya. Masyarakat 
meyakini kepulangan seseorang tersebut adalah untuk minta didoakan agar 
arwahnya bisa tenang di alam sana. 
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 Setelah kematian istri, hari itu juga dihitung hari ke 1 memulai masa berkabung. 

































3. Hal – hal yang tidak boleh dilakukan selama masa berkabung 
Selama masa berkabung, Biasanya suami tidak boleh melakukan 
kegiatan yang melanggar ketentuan-ketentuan masa berkabung, Baik itu 
suami atau istri yang ditinggal mati dikenakan masa berkabung (Ih{dad). Hal-
hal yang dilakukan oleh suami selama masa berkabung yakni tidak 
melakukan sesuatu yang terlalu berlebihan, mengobrol dengan wanita lain 
harus secukupnya, tidak memakai wangi-wangian secara berlebihan, kecuali 
jika akan melakukan ibadah seperti sholat jumat di masjid. Beliau juga 
menambahkan, selama masa berkabung suami tidak boleh melangsungkan 
perkawinan, ini adalah sebagai wujud penghormatan yang dilakukan oleh 
suami untuk orang yang di cintai dan sayangi yang notabene baru saja 
meninggal, yaitu sang istri tercinta. 
Bapak Sudarto juga menambahkan, selama masa berkabung bukan 
berarti seorang tidak boleh melupakan tanggung jawab nya baik kepada 
sesama manusia ataupun kepada Allah swt. Bekerja juga harus tetap 
dilakukan, jika orang di desa mayoritas bertani ataupun buruh tani. Mereka 
juga harus bekerja seperti biasa, karena mereka adalah tulang punggung 
keluarga, namun bekerjalah se wajarnya. Jangan banyak bercanda dengan 
sesama teman. Karena itu tidak etis dalam sisi moral yang sudah mendarah 
daging dalam kehidupan di masyarakat. Karena esensi dari masa berkabung 
itu sendiri adalah untuk menghormati istri yang telah meninggal.   
 

































4. Tujuan dikenakannya masa berkabung bagi suami 
Tujuan dikenakannya masa berkabung bagi suami itu sendiri menurut 
kh Salim Mustofah yaitu,selain untuk memberi rasa hormat bagi sang istri 
yang telah meninggal, masa berkabung juga berfungsi untuk memberi ruang 
berfikir kepada suami yang ditinggal mati istrinya, apakah dia berencana 
akan melangsungkan perkwainan lagi atau tidak. Karena menikah adalah 
urusan ibadah, dan melakukan ibadah tidak boleh main – main dan tergesa – 
gesa, harus difikirkan secara baik dan matang. Beliau menambahkan, bahwa 
juga punya saudara laki – laki yang sudah menikah, ketika istri dari saudara 
laki–laki beliau meninggal. Setelah empat puluh hari si istri meninggal, baru 
saudara laki – laki tersebut melangsungkan akad perkawinan. 
5. Manfaat dilakukannya Masa Berkabung bagi suami 
Pemberlakuan masa berkabung bagi suami ini sangat penting, karena 
akan memberi dampak positif terutama bagi si suami yang menjalankan 
masa berkabung dan juga untuk masyarakat sekitar. Manfaat yang diperoleh 
diantaranya: 
a. Melindungi kehormatan laki-laki 
Setelah suami melakukan masa berkabung, maka dia akan 
dipandang oleh masyarakat sebagai orang yang taat agama dan taat 
dengan hukum adat, maka  di mata masyarakat dia adalah orang yang 
terhormat, tidak se enaknya sendiri dalam menjalani kehidupan, karena 
hidup itu selalu di barengi dengan aturan-aturan yang harus ditaati.  
 

































b. Memberi ruang berfikir kepada suami untuk menikah lagi 
Masa berkabung juga memberikan manfaat untuk hal pernikahan 
agar tidak timbul fitnah kepadanya. Fitnah yang timbul didalam 
masyarakat ini berkaitan dengan masa jika seorang suami akan 
melangsungkan perkawinan tapi tanpa melakukan masa berkabung 
terlebih dahulu. Contohnya ketika si istri baru meninggal, suami tidak 
melakukan masa berkabung sesuai bilangan masa berkabung yang ada dan 
seminggu kemudian dia langsung melakukan akad perkawinan. Jika hal 
ini terjadi, pasti akan timbul omongan dikalangan tetangga: ‚lagek 
ditinggal mati bojone sak minggu kok wes rabi eneh, opo tanah wes di 
siapne cadangane sak durunge?‛.73 
c. Memikirkan masa depan anak 
Begitu juga jika ingin menikah lagi, seorang ayah harus benar - 
benar merencanakannya dari awal dengan matang. Dia (suami) tidak 
boleh egois, seorang ayah harus mendengarkan saran dan masukan dari 
sang anak. Selain itu, suami juga harus memikirkan masa depan anak – 
anak nya. Apalagi jika anak-anak nya masih kecil tentu mereka akan 
merindukan kasih sayang dari seorang ibu. Anak sangat membutuhkan 
perhatian yang lebih, tidak cukup hanya dengan mengandalkan perhatian 
dari ayah saja. Karena waktu seorang ayah banyak tersita di luar rumah 
dan pekerjaan se abreg yang sudah menunggu. Jika demikian, pasti 
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Dalam bahasa Indonesia : Baru ditinggal mati istrinya satu minggu kok sudah menikah lagi, apa 
sudah disiapkan penggantinya dari awal? 

































kondisi emosional seorang anak akan berkembang tidak stabil, dan 
nantinya sang anak akan cenderung berkembang menuju kepribadian ke 
arah yang negatif. Maka dari itu harus mencari isteri yang sholehah dan 
baik budi pekertinya. 
6. Mitos masa berkabung 
Selain akan timbul fitnah dari tetangga jika tidak melakukan masa 
berkabung. Ada juga mitos di masyarakat yang menyatakan kalau suami 
tidak melakukan masa berkabung ketika istrinya meninggal, jika dia sudah 
menikah lagi, maka kelak istrinya akan mengalami kesulitan ketika proses 
kelahiran
74
. Solusi agar proses kelahiran tersebut bisa berjalan dengan lancar, 
maka si suami harus mendatangi makam si istri dan minta izin agar diberi 
kelancaran semua permasalahan dalam rumah tangganya.
75
 Selain itu, ada 
juga kepercayaan di masyarakat desa Bayemtaman jika belum 1000 hari 
pasca meninggal, arwah dari orang mati tersebut masih sering pulang ke 
rumah setiap malam jumat guna untuk meminta doa agar dirinya tenang di 
alam sana.  
Menurut sepengetahuan Bapak KH Salim Mustofah dan Bapak 
Sudarto sebagai tokoh agama di desa Bayemtaman, dari dahulu sampai 
sekarang masyarakat desa bayemtaman baik suami ataupun istri yang 
ditinggal mati oleh pasangannya tidak pernah meninggalkan proses masa 
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Bapak kh Salim Mustofa  mengutip omongan dari sesepuh terdahulu. 
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Minta izin maksudnya adalah berdoa kepada Allah semoga arwah isterinya mendapat tempat 
yang lebih baik di sisi - Nya . 

































berkabung yang sejak dahulu sudah menjadi tradisi di dalam masyarakat 
























































ANALISIS AL ADAH MUHAKKAMAH TERHADAP PANDANGAN 
TOKOH MASYARAKAT TERKAIT TRADISI PENENTUAN MASA 
BERKABUNG BAGI SUAMI 
A. ANALISIS PRAKTIK PELAKSANAAN MASA BERKABUNG BAGI 
SUAMI DI DESA BAYEMTAMAN KECAMATAN KARTOHARJO 
KABUPATEN MAGETAN 
Masa berkabung atau ih}dad umumnya dilakukan oleh seorang istri 
yang ditinggal mati oleh sang suami. Dalam vocabulary Arab, ih}dad 
berarti keadaan perempuan yang tidak menghias dirinya sebagai tanda 
perasaan berkabung atas kematian suaminya atau keluarganya. Ih}dad jelas 
diatur di dalam QS surat al – baqarah ayat 234 yang berbunyi : 
 َأ َنوُر َذَيَو ْمُكْنِم َنْوَّ فَو َت ُي َنْي ِذَّلآَو ًارَشَعَو ٍرُهْشَأَةَع َبَْرأ اَّنِهِسُف ْن َِأب َنْصَّب َر َت َي اًج اَوْز 
‚Orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan 
istri-istri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (beriddah) 
empat bulan sepuluh hari…‛76  (QS. al-Baqarah: 234) 
 
Menurut Abu Yahya Zakaria al-Anshary, ih}dad berasal dari kata 
ahadda, dan kadang-kadang bisa juga disebut al-Hidad yang diambil dari 
kata hadda. Secara etimologis (lughawi) ih}dad berarti al-Man’u (cegahan 
atau larangan). Sedangkan menurut Abdul Mujieb, bahwa yang dimaksud 
dengan ih}dad adalah masa berkabung bagi seorang istri yang ditinggal 
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mati suaminya. Masa tersebut adalah empat bulan sepuluh hari disertai 
dengan larangan-larangannya, antara lain: bercelak mata, berhias  diri, 
keluar rumah, kecuali dalam keadaan terpaksa. 
Tradisi penentuan masa berkabung bagi suami telah terjadi di 
salah satu daerah di jawa timur, yakni di Desa Bayemtaman Kecamatan 
Kartoharjo Kabupaten Magetan. Sebuah desa yang kental akan berbagai 
macam tradisinya, mulai dari tradisi perkawinan, piton – piton bayi, 
syukuran, ataupun ngunggahne beras.
77
 Tradisi ini sudah ada sejak dahulu 
dan secara terus - menerus secara konsisten dilakukan oleh masyarakat 
setempat. Menurut hasil wawancara saya dengan beberapa tokoh 
masyarakat setempat, Bapak Sudarto, selaku tokoh agama Desa 
Bayemtaman Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan yang menjabat 
sebagai Modin desa, telah menjelaskan bahwa masa berkabung yang 
dilakukan oleh suami yang ditinggal mati istrinya ini adalah suatu bentuk 
penghormatan yang dilakukan oleh suami untuk orang yang telah pergi 
meninggalkannya, yaitu sang istri. Adapun bentuk penghormatan yang 
dilakukan oleh suami yaitu melakukan masa berkabung atau masa bersuka 
cita. Lamanya mereka melakukan masa berkabung ber macam – macam.  
Ada yang melakukan masaa berkabung selama 3 bulan sepuluh 
hari. Ada yang melakukan masa berkabung selama 100 hari, bahkan ada 
juga yang melakukan masa berkabung atas kepergian istri yang 
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 Ngunggahne beras yang di maksud adalah mendoakan berbagai macam makanan, sayuran, dan 
buah – buah an agar makanan, sayuran, dan buah - buahan tersebut di berkati oleh tuhan. 
Ngunggahne beras biasanya dilakukan sebelum acara pesta penikahan dan sunatan.  

































dicintainya selama 1000 hari atau 2 tahun. Mereka para suami melakukan 
masa berkabung tidak lain adalah untuk menjunjung tinggi nilai 
penghormatan yang ditujukan untuk si Istri. Dengan adanya peristiwa 
tersebut. Maka muncul suatu pertanyaan. Apakah tradisi ini bertentangan 
dengan syariat.  
Walaupun tujuan di tentukannya masa berkabung ini tidak lain 
adalah untuk menghormati sang istri yang sudah meninggal dunia. 
Melihat peristiwa yang telah terjadi di atas, maka ihdad yang dilakukan 
oleh suami tidak jauh berbeda dengan ihdad yang dilakukan oleh sang istri 
atas wafat nya sang suami. Dimana tujuan ihdad secara umum adalah 
untuk menghormati seseorang yang telah meninggalkannya di tambah 
dengan aturan – atura yang harus di jalankan. Jika isteri yang melakukan 
masa berkabung, maka hal – hal atau aturan yang harus dilakukan adalah: 
1. Bercelak mata, berhias  diri, keluar rumah, kecuali dalam keadaan 
terpaksa. 
2. Selama berkabung, perempuan tidak boleh memakai wewangian, celak 
pacar (pewarna kuku), bedak, pakaian berwarna dan perhiasan. Namun 
dari sisi lain, para ulama memandang bahwa perempuan boleh 
mengenakan pakaian berwarna putih dan boleh memotong kuku, 

































mencabut bulu ketiak, mandi dan meminyaki rambut, dengan tujuan  
menjaga kesehatan, bukan untuk berhias.
78
 
Wahbah al-Zuhaili menegaskan maksud meninggalkan harum-
haruman, perhiasan, celak mata, dan minyak adalah khusus yang 
berkaitan dengan anggota badan perempuan. Karena itu, perempuan yang 
sedang dalam keadaan ihdad tidak dilarang memperindah tempat tidur, 
karpet, gorden dan alat-alat rumah tangganya. Ia juga tidak dilarang 
duduk di atas kain sutera.  
Sementara ihdad yang dilakukan oleh suami di Desa Bayemtaman 
Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan adalah tidak diperkenankan 
keluar rumah terlalu jauh selama masa berkabung kecuali jika urusan yang 
penting (menjenguk orang sakit, berdagang di pasar, ada tugas dinas). 
Masa berkabung harus benar – benar dilakukan secara khidmat dan penuh 
rasa menghargai kepada sang istri yang telah meninggal. Masa berkabung 
dilakukan minimal selama 40 hari, bisa juga 100 hari dan maksimal 1000 
hari (2 tahun) setelah meninggalnya istri. Masa berkabung dilakukan 
seketika itu juga setelah istri selesai dikuburkan dan sudah dihitung hari 
ke 1 masa berkabung. 
Menurut penulis, tradisi atau penentuan masa berkabung yang 
telah dilakukan oleh suami ini menunjukkan bahwa hukum adat itu ada, 
dan hukum adat diciptakan untuk mengatur kestabilan, keadilan, dan 
kehormatan manusia. Manusia yang beradab dan melek hukum, dalam hal 
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ini adalah hukum yang dibuat dan diwariskan kepada masyarakat jawa, 
yaitu hukum adat. Hukum adat yang telah dijalankan oleh masyarakat 
Desa Bayemtaman Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan ini sesuai 
dengan salah satu kaidah fiqiyyah yang ada di dalam hukum islam, yaitu 
kaidah ‚al ‘adah muhakka>mah‛, yang artinya adalah ‚Adat Kebiasaan 
adalah Hakim (dapat dibenarkan hukumnya)‛. al ‘adah (  ةَداع ) sendiri 
sering dikaitkan dengan al ‘Urf (sesuatu yang dikenal). ‘Urf secara 
terminologi menurut Badran sebagaimana yang dikutip Amir Syaifuddin 
dalam bukunya Ushu>l Fi>qh yaitu : 
  هوقلاو سانلا روهجم هداتعا ام وى فرعلانكتم تىح ىرخا دعب ةرم رركت لعف وا لوق 
قلتت تراصو مهسوفن في هرثالوبقلاب ملهوقع ها  
 
‘Urf adalah apa-apa yang dibiasakan dan diikuti orang banyak, baik dalam 
bentuk ucapan atau perbuatan yang berulang-ulang dilakukan sehingga 
membekas dalam jiwa mereka dan diterima baik oleh akal mereka‛.  
 
Para ulama ushu>l fiqh membagi ‘Urf menjadi beberapa bagian: 
a. Dilihat dari segi obyeknya, ‘Urf dapat dibagi menjadi dua, yaitu: 
1) al-’Urf al-Lafz{i, ialah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan 
lafadz atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu. 
Misalnya: ungkapan kata  دلولا yang kebiasaannya untuk anak laki-
laki, padahal kata دلولا juga bisa dipergunakan untuk anak laki-laki 
dan perempuan. Sebagaimana yang terdapat dalam Surah al-Nisa’ 
ayat 11-12,  

































...  ْنُكَي َْل ْنِإ ْمُكُجاَوَْزأ َكَر َت اَم ُفْصِن ْمُكَلَو َنَْكر َت اَّمِ ُُعبُّرلا ُمُكَل َف ٌدَلَو َُّنَله َناَك ْنَِإف ٌدَلَو َُّنَله  
‚Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan 
oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-
istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari 
harta...‛ 
 




Misalnya, kebiasaan masyarakat dalam transaksi jual beli barang 
dengan cara serah terima barang dan uang tanpa mengucapkan ijab 
qabul. Hal ini tidak dianggap menyalahi aturan akad dalam jual beli.  
b. Dilihat dari segi keabsahannya menurut pandangan shara’, ‘Urf terbagi 
menjadi dua, yaitu: 
1) al-’Urf al-Sah{ih{, ialah: segala sesuatu yang sudah dikenal masyarakat 
yang tidak berlawanan dengan dalil shara’, juga tidak menghalalkan 
yang haram dan menggugurkan yang wajib. Misalnya: Dalam masa 
pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah pada pihak wanita 
dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin. Contoh lain: 
mengadakan Halal Bihalal (silaturrahim) saat hari raya. 
2) al-’Urf al-Fa>sid, ialah: segala sesuatu yang dikenal oleh masyarakat, 
tetapi berlawanan dengan shara’, atau menghalalkan yang haram serta 
menggugurkan kewajiban. Misalnya: berjudi untuk merayakan suatu 
peristiwa. Contoh lain: menghidangkan minum-minuman keras dalam 
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suatu pesta Perayaan tahun baru dengan cara berhura-hura dan 
melakukan kemaksiatan dijalan-jalan raya.  
Maka menurut analisis penulis, praktik masa berkabung yang 
dilakukan oleh suami ini tidak bertentangan dengan syara’, karena 
penentuan masa berkabung ini merupakan kegiatan yang sudah dikenal di 
dalam masyarakat dan tidak belawanan dengan dalil syara’.  
B. ANALISIS PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT DESA 
BAYEMTAMAN KECAMATAN KARTOHARJO KABUPATEN MAGETAN 
TERKAIT PENENTUAN MASA BERKABUNG BAGIS SUAMI 
Menurut bapak Sudarto (modin) Penentuan Masa berkabung bagi suami 
tidak jauh berbeda pengertiannya dengan masa berkabung yang dilakukan oleh 
istri. Jika istri melakukan masa berkabung dengan cara tidak memakai celak 
mata, tidak berhias, dan tidak keluar rumah kecuali dalam keadaan terpaksa. 
Maka berkabung yang dilakukan oleh suami diantaranya tidak diperkenankan 
keluar rumah untuk berbuat kedzaliman. Tidak boleh bepergian kecuali jika ada  
urusan yang penting (menjenguk orang sakit, bekerja, ada tugas dinas). Masa 
berkabung harus benar–benar dilakukan secara khidmat dan penuh rasa 
menghargai kepada sang istri yang telah meninggal. Menurut kepercayaan orang 
jawa, Masa berkabung dilakukan minimal selama 40 hari, bisa juga 100 hari dan 
maksimal 1000 hari (2 tahun) setelah meninggalnya istri. Masa berkabung 
dilakukan seketika itu juga setelah istri selesai dikuburkan. 

































Menurut analisis penulis, penentuan masa berkabung bagi suami tersebut 
tidak jauh berbeda dengan penentuan masa berkabung bagi istri yang bilangan 
kepatutannya sama, yaitu 4 bulan 10 hari (100 hari). Ini sesuai dengan firman 
Allah dalam QS. Al – Baqarah ayat 234 : 
 
 َنْوَّ فَو َت ُي َنيِذَّلاَو َنْغَل َب اَذَِإف ًارْشَعَو ٍرُهْشَأ َةَع َبَْرأ َّنِهِسُف َْنِأب َنْصَّبَر َت َي اًجاَوَْزأ َنوُرََذيَو ْمُكْنِم
 ٌيِبَخ َنوُلَمْع َت َابِ ُوَّللاَو ِفوُرْعَمْلِاب َّنِهِسُف َْنأ في َنْلَع َف اَميِف ْمُكْيَلَع َحاَنُج لََف َّنُهَلَجَأ 
 
Artinya : 
‚Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri 
(hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh 
hari. Kemudian apabila telah habis iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) 
membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah 
mengetahui apa yang kamu perbuat.‛ 
 
Berdasarkan ayat di atas, suami yang wafat kemudian meninggalkan istri 
nya, maka si istri melakukan masa berkabung (iddah) selama 4 bulan 10 hari. 
Tidak jauh berbeda dengan tujuan dikenakannya masa berkabung bagi istri, 
suami  melakukan masa berkabung dengan tujuan untuk beribadah, berbela 
sungkawa dan yang lebih terpenting adalah untuk menjunjung tinggi etika 
moralitas kehidupan manusia. Selain itu masa berkabung yang dilakukan oleh 
suami juga untuk memberikan kelonggaran bagi suami untuk lebih memikirkan 
masa depan anak – anak nya. 
Begitu juga jika ingin menikah lagi, harus benar - benar direncanakan dari 
awal. Dia (suami) tidak boleh egois, harus mendengarkan saran dan masukan dari 
sang anak. Selain itu, suami juga harus memikirkan masa depan anak – anak nya. 

































Apalagi jika Anak – anak nya masih kecil tentu mereka merindukan kasih sayang 
seorang ibu. Anak  sangat membutuhkan perhatian yang lebih, tidak cukup hanya 
dengan mengandalkan perhatian dari ayah saja. Karena waktu seorang ayah 
banyak tersita di luar rumah dan pekerjaan se abreg yang sudah menunggu. Jika 
demikian, pasti kondisi emosional seorang anak akan berkembang tidak stabil, 
dan nantinya sang anak akan cenderung berkembang menuju kepribadian ke arah 
yang negatif. Maka dari itu harus mencari istri yang sholehah dan baik budi 
pekertinya. 
Menurut narasumber ke dua, bapak kh Salim Mustofa yang sekaligus 
menjabat sebagai ketua MUI Kecamatan Kartoharjo, di dalam fiqh ataupun Al 
Quran memang tidak diatur mengenai masa berkabungnya suami, namun jika kita 
lahir dan hidup menjadi manusia jawa, dalam hal ini masyarakat desa 
Bayemtaman tidak meninggalkan hukum adat yang sudah ada sejak turun 
temurun ada. Selama hukum adat itu tidak bertentangan dengan syariat, maka 
hal itu boleh – boleh saja dilakukan. 
Baik itu suami atau istri menurut aturan adat jawa mereka dikenakan 
masa berkabung (I>h}dad). Selama masa berkabung, Biasanya suami tidak boleh 
melakukan sesuatu yang melanggar ketentuan orang yang melakukan masa 
berkabung pada umunya. Yakni melakukan sesuatu yang terlalu berlebihan, 
mengobrol dengan wanita lain harus secukupnya, tidak memakai wangi-wangian 
secara berlebihan, kecuali jika akan melakukan ibadah seperti sholat jumat di 
masjid. Beliau juga menambahkan, selama masa berkabung suami tidak 
dianjurkan untuk melangsungkan perkawinan, ini adalah sebagai wujud 

































penghormatan yang dilakukan oleh suami untuk orang yang di cintai dan sayangi 
yang notabene baru saja meninggal, yaitu sang istri tercinta. 
Pemberlakuan masa berkabung bagi suami dalam hal akan menikah lagi 
ini sangat penting, agar tidak timbul fitnah kepadanya. Jangan sampai ketika si 
istri baru meninggal, seminggu kemudian langsung melakukan akad perkawinan. 
Jika hal ini terjadi, pasti akan timbul omongan dikalangan tetangga :‚lagek 
ditinggal mati bojone sak minggu kok wes rabi eneh, opo tanah wes di siapne 
cadangane sak durunge?‛.80 
Menurut analisis penulis, pemberlakuan ih}dad untuk suami ini sangat 
penting. Karena jika tidak ada masa ih}dad (berkabung), maka suami atau laki-
laki akan melakukan hal – hal atau perbuatan yang menuruti hawa nafsunya saja. 
Ketika istri baru meninggal dan keesokan harinya suami atau laki–laki itu sudah 
keluar rumah dan mengobrol dengan tetangga wanita. Hal ini secara psikologis 
akan membuat tetangga yang melihatnya menjadi terganggu dan akan berfikiran 
negatif. Walaupun tujuan mengobrol itu untuk silaturahmi namun hal ini tetap 
tidak patut untuk dilakukan. Karena sudah mencederai aspek psikologis 
masyarakat. Meminjam kata – kata  dari Bapak kh Mustofa ‚ wong lagek 
ditinggal mati bojone kok wes namu neng omahe wong wedok liyo, opo bojone 
gak sedih neng kubure nek eroh kelakuane bojone koyok ngene.?‛81  
Pemberlakuan masa berkabung bagi suami juga sangat penting dalam hal 
menikah. Ketika kematian istri baru mencapai hitungan jari. Suami langsung 
                                                          
80
 Dalam bahasa Indonesia : Baru ditinggal mati istrinya satu minggu kok sudah menikah lagi, 
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 Baru ditinggal mati istrinya kok sudah bertamu ke rumah wanita lain, apa istrinya tidak sedih 
di dalam kubur jika melihat  kelakuan suaminya seperti ini? 

































melangsungkan akad perkawinan di rumahnya. Tentu ini sangat melanggar etika 
dalam aspek sosial masyarakat di Desa Bayemtaman. Karena di desa 
Bayemtaman tindak tanduk82 sangat diutamakan di dalam kehidupan sosial. 
Untuk mengantisipasi adanya pelanggaran etika moral yang akan terjadi maka 
pemberlakuan masa berkabung (ihdad) bagi suami yang ada di Desa Bayemtaman 
Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan harus terus dilakukan agar status 
sosial suami (laki –laki) yang baru saja ditinggl mati oleh istrinya lebih 
terhormat dan bermartabat karena kehormatan manusia harus diutamakan dalam 
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 
1. Penentuan masa berkabung bagi suami di dalam masyarakat desa 
Bayemtaman kecamatan Kartoharjo kabupaten Magetan yaitu ada suami 
yang melakukan masa berkabung selama 40 hari, 3 bulan 10 hari (100 
hari), ada yang melakukan masa berkabung lamanya sampai 1000 hari (2 
tahun). Selama penulis melakukan penelitian, hasil penelitian menyatakan 
bahwa tidak ada suami yang tidak melakukan masa berkabung ketika 
ditinggal mati oleh istrinya di desa Bayemtaman kecamatan Kartoharjo 
kabupaten Magetan. 
2. Pandangan tokoh masyarakat desa Bayemtaman kecamatan Kartoharjo 
kabupaten Magetan menyatakan bahwa untuk mengantisipasi adanya 
pelanggaran etika moral yang akan terjadi maka pemberlakuan masa 
berkabung (ihdad) bagi suami yang ada di Desa Bayemtaman Kecamatan 
Kartoharjo Kabupaten Magetan harus terus dilakukan agar status sosial 
suami (laki –laki) yang baru saja ditinggal mati oleh istrinya lebih 
terhormat dan bermartabat karena kehormatan manusia harus diutamakan 
di dalam kehidupan masyarakat. 
 


































Berdasarkan kesimpulan di atas, dalam kesempatan ini, peneliti 
kemukakan beberapa saran yang relevan dengan permasalahan ini: 
1. Kepada suami atau laki-laki yang ditinggal mati istrinya supaya 
menjalankan masa berkabung dengan khidmat dengan tujuan utamanya 
untuk menghormati istri yang sudah meninggal. 
2. Kepada para tokoh agama supaya terus konsisten memberikan informasi 
kepada  masyarakat khususnya untuk suami atau laki-laki yang ditinggal 
mati istrinya supaya melakukan masa berkabung karena dengan 
dilakukannya masa berkabung ini akan sangat bermanfaat baik bagi diri 
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